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Pesatnya perkembangan ekonomi saat ini menimbulkan banyaknya berbagai 
sektor usaha yang berdiri di berbagai bidang, khususnya pada bidang bisnis. Salah 
satu bentuk dari bisnis yang mudah dijumpai adalah bisnis kuliner (makanan). 
Perkembangan usaha kuliner yang ada saat ini tidak hanya berada pada tempat-
tempat seperti warung makan atau pinggir jalan, tetapi juga dapat dengan mudah 
jumpai di tempat-tempat lain, salah satunya Food Court yang biasa dijumpai di 
pusat perbelanjaan. Tidak hanya di pusat perbelanjaan saja, Food Court juga bisa 
dijumpai di tempat-tempat lain, seperti di Bandara. Salah satu Bandara yang 
menyediakan Food Court yaitu di Bandara Internasional Soekarno Hatta 
Tangerang yang diberi nama Food Cetera. Usaha yang menjadi objek penelitian 
adalah salah satu tenants yang menempati Food Court tersebut, yaitu pada kedai 
makan Bebek Ireng Cak Baz. Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai 
bentuk perjanjian yang digunakan oleh pihak Food Cetera dengan pihak tenants. 
Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris bersifat 
deskriptif analitis. 




The rapid economic development today raises many business sectors that stand 
with various field, especially in sector of  business. Once of business that’s easy to 
find is the culinary business (food). The development of the culinary business 
now not only on areas such as food stand or roadside. but also can be found easily 
in other places, one of which is Food Court that can be found in shopping centre. 
Not only in Shopping Center, Foud Court also can be found in other places, such 
as at the airport. One of the airports that provides Food Court is Soekarno Hatta 
International Airport Tangerang, named  is Food Cetera. Businesses that become 
the object of research is once of the tenants who occupy the Food Court, namely 
at food stand Bebek Ireng Cak Baz. This research examines and discusses the 
form of agreement used by the Food Cetera with the tenants. This research 
method is conduct by empirical juridical approach is a descriptive analysis.  




Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada era globalisasi ini 
mengalami perubahan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya 
sektor usaha–usaha yang berdiri di berbagai bidang, khususnya pada bidang 
bisnis. Seiring berjalannya zaman, banyak berbagai macam bisnis yang mulai 
berkembang di Indonesia, salah satunya adalah bisnis makanan (culinary). 
Bisnis kuliner ini banyak ditemukan di berbagai tempat, antara lain di tepi 
jalan (PKL, Warung Makan) dan restoran – restoran yang biasa disebut food 
court. Foodcourt adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai 
(counters) makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. Foodcourt 
merupakan area makan yang terbuka dan bersifat informal, dan biasanya 




Foodcourt tersebut tidak hanya betempat di mall, pusat perbelanjaan, 
perkantoran, universitas, ataupun sekolah modern saja. Saat ini Bandara pun 
juga menyediakan fasilitas foodcourt yang banyak diincar oleh para pembisnis 
kuliner di Indonesia. Salah satunya yaitu Bandara Soekarno Hatta yang 
terletak di Tangerang. Di bandara Soekarno Hatta, pihak Bandara 
menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang bernama “Food Catera” untuk 
mengelola dan mengurus foodcourt tersebut dengan menyediakan unit-
unit/counter-counter bagi para tenants untuk melaksanakan bisnis kulinernya. 
Dalam pengelolaannya, pihak “Food Catera” menggunakan sistem kerjasama 
bagi hasil dimana mereka akan menawarkan tempat disertai dengan 
prosentase-prosentase bagi hasil keuntungan kepada para tenants. Setelah itu 
apabila kedua belah pihak sudah menyetujui dan menyanggupi, maka mereka 
akan melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituang dalam bentuk 
tertulis yaitu Perjanjian. 
Perjanjian merupakan salah satu pranata hukum dalam sistem hukum 
perdata. Pranata hukum ini berfungsi sebagai alat pengikat hubungan hukum 
                                                          
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pujasera diunduh pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 pukul 
10.45 
3 
satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lain dalam melakukan berbagai 
perbuatan hukum.
2
 Perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara dua pihak 
dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu 
hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain hanya berhak 
menuntut pelaksanaan janji itu”3  
Perjanjian juga dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa :“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana  
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih” Pada peristiwa tersebut, telah memuat adanya kesepakatan antara pihak 
“Food Catera” dengan para tenants. Dalam hukum perjanjian, kesepakatan 
tersebut berlaku asas konsensualisme, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian 
dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik 
tercapainya kesepakatan.
4
 Selain itu, kesepakatan yang terjadi antara mereka 
merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam Pasal 
1320 KUHPerdata. Selain asas konsesualisme, hukum perjanjian juga 
menganut sistem terbuka dalam memuat perjanjian, yaitu hukum perjanjian 
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 
mengadakan perjanjian yang berisi perjanjian apa saja, asalkan tidak 
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka, yang 
mengandung suatu asas kebebasan tersebut dalam Kitab Undang-Undang 
Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya”.5 
Adanya kesepakatan yang terjadi antara pihak “Food Catera” dengan 
para tenants tersebut menyebabkan adanya akibat hukum yang mengikat bagi 
kedua belah pihak. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu pemenuhan hak dan 
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kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak dan 
kewajiban berupa penyediaan fasilitas tempat oleh pihak “Food Catera” 
kepada para tenants dan berbagi hasil keuntungan yang telah disepakati 
sebelumnya oleh pihak tenants kepada pihak “Food Catera”. 
Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: 
Pertama, bagaimana konstruksi hukum/bentuk dan isi perjanjian penggunaan 
tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants. Kedua, masalah-
masalah apa saja yang timbul dari perjanjian penggunaan tempat usaha antara 
food catera dengan pihak tenants. 
Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan perjanjian 
penggunaan tempat usaha culinary antara pihak Food Cetera dengan pihak 
tenants, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui Untuk menjelaskan konstruksi hukum / bentuk dan isi 
perjanjian penggunaan tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants 
dan untuk menjelaskan masalah – masalah yang timbul dari perjanjian 
penggunaan tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants.  
Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: Pertama, 
memberikan pengetahuan dan pemahaman secara terperinci mengenai 
pelaksanaan perjanjian penggunaan tempat usaha antara food catera dengan 
pihak tenants. Kedua, hasil penelitian menjadi tambahan pengetahuan bagi 
penulis mengenai pelaksanaan perjanjian penggunaan tempat usaha antara 
food catera dengan pihak tenants dan sebagai tugas akhir yang dijadikan syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penilitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi 
kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis 
data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan 
datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data 
primer yang diperoleh langsung dari lapangan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi Hukum/Bentuk dan Isi Perjanjian Penggunaan Tempat 
Usaha Antara Food Cetera dengan Pihak Tenants 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, melalui 
wawancaranya dengan salah satu pihak tenants yaitu pengurus dari kedai 
makan Bebek Ireng Cak Baz yang bernama Ibu Tira Tresnawati pada tanggal 
15 September 2016, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yakni pihak 
Food Catera dengan pihak tenants yaitu Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, 
dimana Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil disini merupakan perjanjian kerja 
sama yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain, dimana 
salah satu pihak menyediakan fasilitas atau sarana prasarana berupa tempat 
dalam bentuk counter sedangkan pihak yang lain menempati counter tersebut 
dengan sistem pembagian hasil usaha. Perjanjian kerjasama bagi hasil 
tersebut merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis terdapat dua macam 
yaitu dibuat dengan akta dibawah tangan dan dibuat dengan akta notaries. 
Akta dibawah tangan yaitu para pihak membuat sendiri surat perjanjiannya 
dan ditanda tangani saksi-saksinya. Akta dibawah tangan terbagi lagi menjadi 
2 (dua) bentuk, yaitu berbentuk biasa dan ada yang berbentuk standar.  Selain 
daripada itu penjelasan akta notaris ialah para pihak datang ke kantor notaris 
dan mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian dan di sahkan 
kebenaranya oleh notaris.
6
 Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak 
Food Catera dengan pihak Tenants merupakan akta dibawah tangan yang 
ditanda tangani oleh para pihak. 
Berbisnis makanan / kuliner boleh dibilang salah satu jenis usaha yang 
tidak akan pernah “mati” karena akan selalu dicari oleh banyak orang untuk 
memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Mengingat masyarakat Indonesia 
merupakan masyarakat yang sangat terkenal konsumtif dalam hal makanan 
dibanding negara-negara lain.  
Seiring berkembangnya zaman, banyak para pembisnis yang tertarik 
untuk terjun ke bisnis makanan dengan model apapun. Ada yang dengan 
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menggunakan jasa internet (online), jasa catering, penyewaan tempat, dan 
lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan adanya hubungan interaksi antara 
orang yang satu dengan yang lain semakin meningkat. Hubungan interaksi 
yang terjadi di bidang bisnis makanan tersebut merupakan perbuatan hukum 
yang berwujud perjanjian. Istillah perjanjian sudah menjadi umum bagi 
masyarakat khusunya dalam hal bersosial. Masyarakat sering memaknai 
perjanjian sebagai suatu ikatan atau suatu kontrak yang terjadi antara satu 
orang dengan orang yang lainnya. 
Sebelum perjanjian dilakukan, terlebih dahulu pihak tenants harus 
memenuhi syarat-syarat untuk melakukan suatu perjanjian tersebut, yaitu: 
Pertama, pihak Tenants harus memiliki Identitas berupa KTP atau identitas 
lainnya, Kedua, tentang Produk dan Bahan-Bahan yang akan Dijual atau 
Dipasarkan ke Konsumen, Ketiga, harus Melakukan Tes Kesehatan atau Uji 
Kelayakan Pangan, Keempat, Pihak Tenants Harus Menjelaskan Bahan-
Bahan yang Terkandung dalam Pangan. 
Setelah pihak tenants memenuhi syarat-syarat tersebut, prosedur yang 
harus dilakukan oleh pihak tenants, yaitu pihak tenants melakukan 
pembayaran di awal muka, yaitu pembayaran uang pengikatan kerjasama 
(joining fee) dan membayar uang jaminan (deposit) atas perjanjian kerjasama 
tersebut, yakni masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta 
rupiah). Jadi total pembayaran di awal untuk penempatan counter tersebut 
adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).  Berikutnya para tenants 
yang sudah menempati kedai-kedai yang disediakan oleh Food Catera harus 
melaksakan ketentuan-ketentuan yang ada pada perjanjian tersebut. 
Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh salah satu 
pihak tenants, yakni pembagian hasil usaha antara pihak pertama dan pihak 
kedua sebesar 30 % (Tiga Puluh Pesen) dari total penjualan bersih menjadi 
hak pihak pertama, Sebesar 70 % (Tujuh Puluh Pesen) dari total penjualan 
bersih menjadi hak milik pihak kedua. Yang dimaksud dengan penjualan 
bersih yaitu total penjualan kotor dikurangi PB I dan konsensi sebesar 8 %. 
Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pembagian hasil yang 
diterima oleh pihak tenants sebesar 70%, sedangkan pihak Food Catera hanya 
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menerima 30 % saja dari penjualan bersih tersebut. Pembagian hasil usaha 
tersebut diberikan kepada pihak tenants selama 3 (tiga) kali dalam sebulan. 
Jadi selama 10 (sepuluh) hari penjualan, hari berikutnya pihak Food Catera 
akan memberikan pembagian hasil usaha sebanyak tersebut kepada pihak 
tenants, begitu seterusnya. Pembagian tersebut sudah dipotong pajak dan 
biaya konsensi. Biaya konsensi itu nantinya akan diberikan kepada Angkasa 
Pura. 
Lebih lanjut, di dalam Pasal 4 pada perjanjian kerjasama bagi hasil 
tersebut, disesbutkan bahwa uang pembayaran kerjasama (joining fee) atas 
perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 
dan uang jaminan (deposit) atas perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mengenai penjelasan tersebut, dalam 
pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pihak 
tenants dengan pihak Food Catera, terlebih dahulu pihak tenants yang akan 
menempati tempat yang disediakan oleh pihak Food Catera membayar uang 
pengikatan kerjasama (joining fee) dan membayar uang jaminan (deposit) atas 
perjanjian kerjasama tersebut, yakni masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- 
(Sepuluh juta rupiah). Jadi total pembayaran di awal untuk penempatan 
counter tersebut adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akan tetapi 
jika ditengah jalan, para tenants ingin berhenti bekerjasama denga pihak Food 
Catera, maka pihak Food Catera hanya mengembalikan uang jaminan kepada 
pihak tenants. Besaran uang yang dikembalikan adalah 100 % (seratus 
persen) 
Selanjutnya Pasal 6 ayat (2), tentang sarana prasarana, menyatakan 
bahwa: pihak kedua akan dikenakan biaya peralatan sebesar Rp 30.000 (tiga 
puluh ribu rupiah) / hari. Artinya pihak tenants harus membayar uang fasilitas 
sarana prasarana kepada pihak Food Catera sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh 
ribu rupih) per hari. Fasilitas sarana prasarana yang disediakan untuk pihak 
tenants yaitu fasilitas alat makan seperti piring, sendok, gelas dan fasilitas 
karyawan, jika pihak tenants dari awal memilih karyawan yang disediakan 
oleh pihak Food Catera. 
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 Selanjutnya menurut Pasal 7, menyebutkan bahwa: pihak kedua wajib 
membuka counter sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan oleh 
pihak pertama (pukul 05.00 pagi – pukul 22.00 malam). Jika pihak kedua 
tidak berjualan, maka pihak pertama akan memberi denda sebesar Rp. 
1.000.000 (satu juta rupiah) per hari. Artinya pihak tenants yang tidak 
berjualan pada hari yang ditetapkan oleh pihak pertama, dikenakan biaya 
denda sebesar yang ditentukan dalam Pasal tersebut.  
Selanjutnya pasal 8 tentang promosi, menyebutkan bahwa: Pihak kedua 
wajib dikenakan biaya promosi selama selama satu tahun sebesar Rp 
2.000.000 termasuk PPN. Disini pihak Tenants akan dikenakan biaya promosi 
setiap tahun sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Biaya promosi tersebut 
akan digunakan untuk mempromosikan makanan-makanan yang ada di Food 
Catera dengan menggunakan jasa bilboard, brosur dan lain-lain. 
Mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dalam 
pelaksanaanya sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya, Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Ketiga, suatu hal 
tertentu, Keempat, suatu sebab yang halal. 
Dua syarat pertama yang disebutkan diatas dinamakan syarat subyektif, 
karena menyangkut subyek yang melakukan perjanjian tersebut. sedangkan 
untuk dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek 
yang ada dalam perjanjian tersebut. Jika dua syarat pertama, yakni syarat 
subyektif dilanggar oleh salah satu dari para pihak, maka perjanjian tersebut 
dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan jika 
dua syarat terkahir dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat batal demi 
hukum. 
Perjanjian dibuat berdasarkan konsensus atau kesepakatan mereka yang 
mengikatkan dirinya” dimana dalam perjanjian ini terdapat suatu kesepakatan 
antara pihak Food Catera dengan salah satu pihak tenants, yakni pihak kedai 
makan Bebek Ireng Cak Baz mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 
yang diadakan itu. 
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Mengenai perjanjian bagi hasil yang telah disepakati mengikat para 
pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tidak dapat dibatalkan 
begitu saja dan harus dilaksanakan hak dan kewajibannya oleh masing-
masing pihak. Selanjunya akan penulis uraikan satu persatu dari akibat 
perjanjian yang sah Pasal 1338KUHPerdata : berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya yaitu bahwa perjanjian tersebut hanya 
mengikat bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian menjadi pedoman untuk 
memenuhi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sehingga para 
pihak tidak bisa mengelak dari kewajibannya, perjanjian tidak dapat ditarik 
kembali yaitu bahwa apa yang telah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan 
secara sepihak atau dengan kata lain hanya keinginan salah satu pihak saja 
kecuali oleh kesepakatan para pihak yang telah mengikatkan dirinya, 
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu bahwa perjanjian 
tersebut wajib dilaksanakan seperti yang telah diperjanjikan dan tidak ada niat 
dikemudian hari yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, Pasal 
1338 telah memberikan pedoman bagi para pihak yang telah mengikatkan 
dirinya khususnya pihak Food Catera dengan pihak tenants dalam 
pelaksanaannya. 
Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pihak Food Catera dengan 
pihak tenants tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata 
tentang syarat syahnya perjanjian. Kesesuaian itu ialah bahwa para pihak 
telah sepakat, cakap dengan menyadari kemampuan bertanggung jawab 
masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian dan obyek perjanjian 
yang telah disebutkan dengan jelas baik berupa jenisnya yang merupakan 
counter dan biaya-biaya yang harus dipenuhi oleh keduanya. 
 
Kendala-Kendala Yang Timbul Dari Perjanjian Penggunaan Tempat 
Usaha Antara Food Catera dengan Pihak Tenants 
 
Berdasarkan penelitian, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan salah 
satu tentang hak dan kewajiban antara pihak Food Catera dengan pihak 
tenants. Sesuai isi perjanjian pada Pasal 10 ayat (2) point c, dimana pihak 
tenants mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya 
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yang telah disepakati oleh pihak tenants dan pihak Food Catera seperti biaya 
sarana prasarana dan biaya promosi dengan jangka waktu yang ditentukan. 
Sedangkan Pasal 10 ayat (1) point f, pihak Food Catera berkewajiban 
menyerahkan hasil bagi hasil kepada para tenants sesuai dengan perjanjian 
bagi hasil yang telas disepakati keduanya.  
Mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pihak tenants disebutkan 
secara rinci pada isi perjanjian, yaitu pada Pasal 6 dan Pasal 8 tentang 
pembayaran saran prasarana dan biaya promosi dengan jangka waktu dan 
pembayaran yang telah ditenukan oleh keduanya, yakni biaya sarana 
prasarana yang harus dibayar setiap harinya sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh 
ribu rupiah) dan biaya promosi yang harus dibayar setia tahunnya sebesar Rp. 
2.000.000 ( dua juta rupiah ). 
Dalam hal ini pihak tenants mempunyai hak untuk menempati tempat-
tempat yang disediakan oleh pihak Food Catera jika pembayaran terhadap 
biaya-biaya tersebut sudah dibayar oleh pihak tenants. Sedangkan pihak Food 
Catera mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tempat yang telah 
disepakati kepada para tenants dan menyerahkan pembagian uang bagi hasil 
kepada pihak tenants. Perjanjian yang sudah disepakati dan dilaksanakan 
memberikan tanggung jawab kepada para pihak.  
Hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati harus 
dilaksanakan oleh para pihak. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan tiap-tiap 
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau 
untuk tidak berbuat sesuatu. 
Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata juga menyatakan tidaklah biaya rugi 
dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran 
suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat 
sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan 
perbuatan yang terlarang. Melihat ketentuan kedua Pasal tentang keadaan 
memaksa maka yang dilakukan pihak tenants karena lalai akan kewajibannya 
untuk membayar dan kelalaiannya tidak menyisihkan uang untuk pembayaran 
dapat dikatakan wanprestasi dan wajib mengganti biaya kerugian atas 
perbuatannya. Debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan pada 
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ketentuan perikatan akan menerima akibat hukum atau sanksi hukum yaitu: 
Pertama, menurut ketentuan wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata, debitur 
diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, 
Kedua, menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, apabila perikatan 
tersebut bersifat timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau 
pembatalan perikatan melalui hakim di pengadilan, Ketiga, dalam Pasal 1237 
ayat (2), prestasi yang berarti untuk memberikan sesuatu, resikonya berpindah 
kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi, Keempat, dalam Pasal 1267 
KUHPerdata, dinyatakan bahwa debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika 
masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian, 
Keempat, debitur wajib membayar biaya perkara jika debitur dinyatakan 
bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri. 
Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang timbul dari perjanjian 
penggunaan tempat usaha antara food catera dengan pihak tenants. 
Berdasarkan penelitian, kendala-kendala yang sering terjadi ialah kedai 
makanan atau pihak Tenants tidak berjualan pada hari dan jam yang telah 
ditentukan oleh pihak Food Catera. Selain itu Menurut Ibu Tresnawati selaku 
pihak kedai makan Cak Baz, kendala-kendala lain yang timbul ialah 
pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh Food Catera kepada pihaknya 
sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut biasanya berkisar 
seminggu dari tanggal kesepakatan pembagian. 
Mengenai kendala-kendala tersebut, para pihak dapat dikatakan 
wanprestasi dikarenakan pihak-pihak melanggar apa yang telah diperjanjikan, 
seperti pihak kedua atau pihak tenants yang tidak berjualan di hari atau jam 
yang ditentukan oleh pihak pertama dan penyerahan hasil bagi hasil yang 
dikelola oleh pihak Food catera mengalami keterlambatan penyerahannya 
kepada pihak tenants. Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) 
seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
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Debitur tidak memenuhi atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya 
kewajiban perikatannya disebabkan oleh hal yang tidak terduga, tidak dapat 
dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja, tidak ada iktikad buruk kepadanya, 
atau disebabkan karena debitur menghadapi keadaan memaksa. 
Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu tidak 
memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur, faktor 
penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dipertanggung jawabkan 
kepada debitur. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 
keadaan memaksa absolut (mutlak) dan keadaan memaksa relatif (nisbi) yang 
artinya keaadaan memaksa absolute adalah suatu keadaan yang debitur sama 
sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur karena adanya 
peristiwa yang di luar kesuasaannya, sedangkan keadaan memaksa relatif 
adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk 
melaksanakan prestasinya. Keadaan relatif memberikan debitur dua pilihan 
yang mana harus memilih salah satu yang lebih penting dan dalam keadaan 
mendesak. Sehingga debitur dalam keaadaan overmacht relatif artinya masih 
ada pilihan untuk debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila debitur dalam 
keadaan relatif sudah dipilihnya dan dimungkinkan untuk melaksanakan 
kewajibannya namun debitur berdalih maka tidak dibenarkan debitur 
mengaku dalam keadaan memaksa. 
Para pihak tenants yang telah melakukan wanprestasi selanjutnya akan 
diterapkan denda terhadapnya. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan jika ada 
alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga 
apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu 
yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak 
terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun 
jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. 
Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata juga menyatakan tidaklah biaya rugi 
dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran 
suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat 
sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan 
perbuatan yang terlarang. Melihat ketentuan kedua Pasal tentang keadaan 
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memaksa maka yang dilakukan pihak tenants karena lalai akan kewajibannya 
untuk membayar dan kelalaiannya tidak menyisihkan uang untuk pembayaran 
dapat dikatakan wanprestasi dan wajib mengganti biaya kerugian atas 
perbuatannya. 
Selain itu, menurut Pasal 7, menyebutkan bahwa : Pihak kedua wajib 
membuka counter sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan oleh 
pihak pertama (pukul 05.00 pagi – pukul 22.00 malam). Jika pihak kedua 
tidak berjualan, maka pihak pertama akan memberi denda sebesar Rp. 
1.000.000 (satu juta rupiah) per hari. Artinya pihak tenants yang tidak 
berjualan pada hari yang ditetapkan oleh pihak pertama, dikenakan biaya 
denda sebesar yang ditentukan dalam Pasal tersebut. 
Sedangkan pihak Food Catera sebagai pihak pertama yang juga 
terlambat menyerahkan pembagian bagi hasil tersebut dapat dikatakan pula 
melakukan wanpresatsi karena terlambat menyerahkan apa yang menjadi hak 
dari pihak tenants. Menurut ibu Tresnawati, cara yang dipakai pihaknya untuk 
mendapatkan haknya yaitu jika keterlambatan hanya sekali atau dua kali saja, 
pihaknya masih bisa memaklumi dan menunggu haknya diberikan. Jika 
keterlambatan sudah melebihi dari 2 (dua) kali, maka tindaka yang dilakukan 
oleh pihaknya ialah menagih dengan cara berkomunikasi melalui email, atau 





Pertama, pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yakni 
pihak Food Cetera dengan pihak tenants yaitu Perjanjian Kerjasama Bagi 
Hasil, dimana Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil disini merupakan perjanjian 
kerja sama yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain, 
dimana salah satu pihak menyediakan fasilitas atau sarana prasarana berupa 
tempat dalam bentuk counter sedangkan pihak yang lain menempati counter 
tersebut dengan sistem pembagian hasil usaha. Perjanjian kerjasama yang 
dilakukan oleh pihak Food Catera dengan pihak Tenants merupakan 
merupakan perjanjian tertulis dengan bentuk akta dibawah tangan yang 
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ditanda tangani oleh para pihak. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua 
belah pihak tersebut telah sesuai dengan Pasal 1313, Pasal 1320 KUH Perdata, 
dan Pasal 1338 KUH Perdata.  
Kedua, kendala yang kerap dihadapi adalah kedai makanan atau pihak 
Tenants tidak berjualan pada hari dan jam yang telah ditentukan oleh pihak 
Food Catera dan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh Food Cetera 
kepada pihak tenants sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan 
tersebut biasanya berkisar seminggu dari tanggal kesepakatan pembagian. 
Apabila pihak tenants tidak berjualan sesuai dengan waktu dan jam yang telah 
disepakati, maka dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) 
per hari, sedangkan apabila pihak Food Cetera mengalami keterlambatan 
dalam pemberian bagi hasil maka tindakan yang dilakukan ialah jika 
keterlambatan hanya sekali atau dua kali saja, pihak tenants masih bisa 
memaklumi dan menunggu haknya diberikan. Jika keterlambatan sudah 
melebihi dari 2 (dua) kali, maka tindakan yang dilakukan oleh pihaknya ialah 




Dari kesimpulan di atas, sedikit saran yang ingin penulis sampaikan 
kepada pihak Para pihak, yaitu: Pertama, untuk pihak pertama yaitu Food 
Cetera, keterlambatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada 
pihak kedua seharusnya juga dijelaskan lebih detail di dalam isi perjanjian 
mengenai tindakan yang harus dilakukan, agar pihak kedua atau pihak tenants 
tidak tidak merasa dirugikan. Kedua, untuk pihak kedua yaitu tenants, pihak 
kedua atau pihak tenants hendaknya membuat laporan mengenai kegiatan 
usaha yang dilakukan, agar pihak pertama bisa mengawasi kegiatan apa saja 







Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua saya tercinta atas 
doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya, kakak-kakakku tersayang, 
keponakanku tersayang, sahabat-sahabatku tersayang, dan almamaterku. 
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